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ABSTRACT

MELGI ZANDRIANI AMADJI.   E1119052.   THE ANALYSIS OF LOCAL REVENUE MANAGEMENT AT THE PUBLIC HOUSING, RESIDENTIAL AREAS,   TRANSPORTATION,   AND   LAND   OFFICE   OF   BOALEMO DISTRICT
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This study aims to find the local revenue management at the Public Housing, Residential Areas, Transportation, and Land Office of Boalemo District. This study  employs a  qualitative  method  with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the  local  revenue  management  at  the  Public  Housing,  Residential  Areas, Transportation, and Land Office of Boalemo District from 2017 to 2021 if seen from the average effectiveness ratio can be said to be effective.  The efficiency ratio on average it can also be said to be efficient. However, there is still a need for efforts from the Public Housing, Residential Areas, Transportation, and Land Office of Boalemo District in increasing local revenue so that its realization can increase every year.
Keywords: local revenue management, local revenue development strategy

ABSTRAK

MELGI ZANDRIANI AMADJI.  E1119052.  ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  PADA  DINAS  PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN,PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan  pertanahan  Kabupaten  Boalemo.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah pada Dinas Perkimhubtan Kabupaten Boalemo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dilihat dari rasio efektivitas rata-rata sudah dapat dikatakan efektif, selanjutnya  untuk rasio efisiensi  secara rata-rata  juga  sudah dapat  dikatakan efisien. Meskipun demikian masih perlu adanya upaya dari Dinas Perkimhubtan Kabupaten  Boalemo  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: pengelolaan PAD, strategi peningkatan PAD
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.Oleh karena itu, akibat pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh umat manusia sebagai peningkatan kesejahteraan fisik dan mental.Pembangunan yang berhasil, di sisi lain, juga tergantung pada partisipasi semua.Artinya, pembangunan harus dibagi secara merata pada semua lapisan masyarakat, baik dari segi beban pembangunan maupun tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, Termasuk sisi peran belakang hasil pengembangan.Pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.Oleh karena itu, akibat pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh umat manusia sebagai peningkatan kesejahteraan fisik dan mental.
Pendanaan yang tepat dan berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi fungsi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.Untuk itu, pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menggali potensi daerah dengan melaksanakan otonomi daerah.Pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 33 tahun 2004 diganti.
Sejak undang-undang tersebut disahkan, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Inilah yang disebut dengan otonomi daerah.Setelah otonomi daerah dan desentralisasi, setiap daerah dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk mengelola keuangannya dan mencari sumber pendanaan secara mandiri. Namun, perlu juga mengalokasikan dana yang cukup dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Money Follow Program).
Penyelenggaraan otonomi masyarakat didasarkan pada otonomi yang luas, realistis, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah.Peran otonomi daerah yang benar-benar bertanggung jawab diharapkan mampu mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah.Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dan efektif dalam mengelola dana kelolaan. Salah satu kriteria kunci untuk mengetahui kapasitas aktual suatu daerah dalam mengelola dan mengelola anggaran adalah kemampuan untuk mandiri secara finansial. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi. 
Berbagai aliran pendapatan pemerintah terus diselidiki dan dilacak untuk mendukung pembangunan.Dengan sumber daya keuangan, pemerintah daerah dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berkembang berdasarkan prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pemerintah dan pinjaman. Pendapatan Asli Daerah(PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah pribadi, dan lain-lain, sebagai suatu sistem pemerintahan yang lebih efisien.Tujuannya untuk menikmati otonomi daerah mengumpulkan uang untuk pelaksanaannya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bea masuk dan bea masuk di Kabupaten Boalemo masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya kesadaran wajib pajak, yang memerlukan peran dan upaya disiplin, dan ketelitian pengelolaan pemungut pajak,khususnya dalam mempertimbangkan dan memungut pajak atas SPT yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sendiri dan SPT yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan kepala kantor pajak setempat. 
Mengkaji ulang penyelenggaraan pemerintahan kota sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, terutama kabupaten dalam pemungutan dan pengelolaan semua pajak dan kewajiban,bagi lembaga yang memungut.Pemerintah daerah dapat mendukung pertumbuhan melalui pajak dan retribusi daerah. sumber uang untuk mencapai prestasi kerja yang luar biasa. Potensi kegiatan dan sistem ekonomi sektoral , serta kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk menelusuri potensi sumber pajak dan retribusi yang dapat dijadikan sebagai sumber utama pendapatan asli daerah , semuanya berdampak pada kemungkinan pajak dan retribusi daerah .
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Boalemo, data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boalemo tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan PAD Kabupaten Boalemo

Tahun Anggaran 2017-2021

	No
	Tahun
	Target PAD
	Realisasi PAD

	1
	2017
	63.871.658.356
	71.664.197.589

	2
	2018
	50.121.011.938
	56.019.131.871

	3
	2019
	69.752.764.281
	70.374.071.016

	4
	2020
	54.614.203.901
	49.421.535.157

	5
	2021
	54.057.606.538
	54.699.510.321


Sumber: BKAD Kabupaten Boalemo
Berdasarkan statistik dari tabel 1.1 di atas, perkembangan PAD di Kabupaten Boalemo selama lima tahun terakhir secara konsisten meningkat bahkan terkadang melampaui target. Namun pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 49.421.535 dibandingkan dengan target PAD sebesar Rp. 54.614.203.901.
Tabel berikut,berdasarkan informasi yang dihimpun,menunjukkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Boalemo di dinas Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan  :
Tabel 1.2

Target dan Realisasi PAD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2017-2021

	No
	Tahun
	Target PAD
	Realisasi PAD

	1
	2017
	318.650.000,00
	215.403.000,00

	2
	2018
	308.571.500,00
	276.049.000,00

	3
	2019
	300.000.000,00
	150.000.000,00

	4
	2020
	425.000.000,00
	426.694.500,00

	5
	2021
	450.000.000,00
	542.965.000,00


Sumber: Dinas Perkimhubtan.
Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019, target PAD di Kantor Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan secara konsisten lebih rendah dari realisasi PAD. Terutama pada tahun 2019 dari target PAD sebesar Rp. 300.000.000 realisasi PAD hanya bisa sebesar Rp. 150.000.000. Meskipun kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2021 realisasi PAD mengalami peningkatan dari target sebesar Rp. 425.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 426.694.500 di tahun 2020 dan di 2021 dari target sebesar Rp. 450.000.000 mendapatkan realisasi PAD sebesar Rp. 542. 965.000.
Meskipun juga realisasi penerimaan PAD Dinas Perkimhubtan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 telah mengalami peningkatan. Namun rasio terhadap PAD terbilang masih kecil dibandingkan dengan rasio rata-rata penerimaan daerah secara nasional.Hal ini menjelaskan dukungan Kabupaten Boalemo pada pemerintah federal .Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah masih tergolong tinggi.Disamping itu, kinerja pengelolaan PAD pada Dinas Perkimhubtan terbilang masih rendah.Walaupun demikian bukan berarti Dinas Perkimhubtan tidak memiliki potensi penerimaan PAD untuk dikembangkan dan ditingkatkan dimasa mendatang.
Sehubungan dengan itu, penelitian ini ingin mencoba mengungkap dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boalemo khususnya menganai pengelolaan pendapatan asli daerah pada Dinas Perkimhubtan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ AnalisisPengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perkimhubtan Kabupaten Boalemo”.
1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah ( PAD ) pada Dinas Perkimhubtan Kabupaten Boalemo ?.
1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan maksud penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Perkimhubtan Kabupaten Boalemo.
1.2 Manfaat Penelitian
1.
Keuntungan Teoretis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana pajak dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).Selain itu, masyarakat harus belajar dari penelitian ini bahwa pajak dan retribusi daerah adalah aliran pendapatan daerah yang digunakan untuk menyediakan dana bagi pembangunan daerah diapresiasi oleh setiap warga sekitar.
2.  Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah umumnya dan dinas perkimhubtan pada khususnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait pendapatan asli daerah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membantu pembangunan daerah dan membiayai prakarsa dan kegiatan daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pendapatan daerah merupakan hak daerah yang ditambah dengan kekayaan bersih pada masa yang bersangkutan dan tidak dapat diperoleh kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerapan desentralisasi menjadikan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan. 


Pendapatan daerah menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang ditambah dengan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Hal ini meningkatkan ekuitas dana saat ini dan memberikan akses ke uang daerah untuk tahun fiskal tanpa harus melakukan pembayaran kembali.


Menurut ayat 8 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 2, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah semua penerimaan dari rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana berjalan selama tahun anggaran yang berlaku dan merupakan hak pemerintah bukan daripada 

sesuatu yang harus dibayar.Dukungan pemerintah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun yang bersangkutan, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang berlaku sering disebut sebagai pendapatan daerah.

Menurut kerangka konseptual pemerintah, pendapatan diakui sebagai sumber pendapatan daerah baik menggunakan cash basis atau accrual basis, yang merupakan dua pengakuan utama. Pendapatan adalah pendapatan yang disumbangkan oleh bendahara umum negara, bendahara umum daerah, atau instansi pemerintah lainnya pada dana yang sedang berjalan selama periode anggaran yang bersangkutan dan merupakan haknya serta tidak wajib dibayar kembali.Sedangkan pendapatan berbasis akrual merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. SAP menetapkan basis akrual sebagai standar untuk mengakui pendapatan dan beban (Halim, 2008).

Laporan realisasi anggaran (LRA), bagian dari laporan keuangan pemerintah, mencakup informasi mengenai pendapatan.Ini membandingkan anggaran dan realisasi entitas pelapor untuk waktu tertentu.Segala hak dan kewajiban yang mempunyai nilai moneter merupakan keuangan daerah.Demikian pula segala sesuatu yang berupa uang atau kekayaan yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang tidak dikuasai oleh pihak lain atau dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dua poin dari definisi ini perlu dibahas, khususnya sebagai berikut:
1.
"Semua hak" mengacu pada kemampuan untuk mengumpulkan uang dari sumber lokal seperti pajak, retribusi, keuntungan dari bisnis lokal, dan sumber serupa lainnya, serta kemampuan untuk menerima uang dari sumber eksternal seperti dana alokasi umum dan khusus sesuai dengan hukum yang ada. mengatur. Dengan memperoleh hak tersebut, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2.
Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban mengeluarkan uang dalam rangka penyelesaian rekening dengan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Karena ini, kekayaan lokal akan menurun..


Abdul Halim (2002) mendefinisikan pendapatan daerah sebagai semua penerimaan daerah dari berbagai sumber sepanjang tahun anggaran yang bersangkutan yang menghasilkan keuntungan aset atau penurunan utang.Anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk mendanai dan membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan DPRD.Paradigma keuangan pemerintah daerah diubah secara signifikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Menurut undang-undang tersebut, penyerahan kekuasaan ke daerah sesuai dengan konsep desentralisasi, dekonstruksi, dan tugas pembantuan merupakan prinsip fundamental dari model keuangan.Berikutnya adalah pendanaan, sumber daya, dan staf yang cukup untuk memungkinkan daerah menjalankan semua kewenangan yang diberikan.

Dengan penggunaan model penganggaran seperti itu, pemerintah pusat tidak lagi mendefinisikan dana secara obyektif, melainkan mendistribusikan uang ke daerah secara proporsional dan bijaksana, memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan kedaulatannya secara inovatif dan bertanggung jawab.Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui struktur keuangan ini, yang pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

Sumber-sumber berikut menyediakan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah:
1. Masih ada sisa dari perhitungan anggaran sebelumnya.

2. Penyaluran dana cadangan

3. Keuntungan dari penjualan aset daerah yang dibagi

4. Menerima pinjaman lokal

5. Tanda terima pinjaman

6. Mengambil piutang lokal
2.1.2 Sumber Pendapatan Daerah


Diperlukan sumber pendapatan yang konsisten untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan, pendapatan daerah berperan dalam mendanai belanja daerah. Tuntutan pembenahan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu dampak dari otonomi daerah. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah menjadi salah satu perbaikannya.


Pendapatan daerah adalah dana yang disetorkan ke kas daerah, dan sumbernya adalah sebagai berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. :
a. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mencantumkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut: 
a. pajak daerah, 
b. retribusi daerah 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah, 
d. dan PAD legal lainnya
1. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, APBN mengalokasikan uang ke daerah yang disebut dana perimbangan yang digunakan untuk membayar kebutuhan daerah. Pengelolaan pemerintahan akan bergantung pada ketersediaan dana perimbangan di beberapa lokasi dengan PAD yang relatif terbatas. Jenis dana ini meliputi:
a. Dana bagi hasil (DBH)
b. Dana alokasi umum (DAU)

c. Dana alokasi khusus (DAK)
1. Pinjaman daerah, kecuali pinjaman jangka pendek yang sering diperjualbelikan, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima uang atau keuntungan senilai uang dari pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 PP Nomor 107 Tahun 2000. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari:
a. Pemerintah


b. Pemerintah daerah tambahan


c. Bank dan entitas keuangan lainnya

 d. Publik
2. Kuitansi ekstra lokal asli. Sumber pendapatan daerah tambahan meliputi giro, penjualan barang tetap daerah, sumbangan dari pihak luar ke daerah dengan persetujuan DPRD, dan aliran pendapatan daerah lainnya yang diperbolehkan. 
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah


Natalia Rawung (2016) mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena potensi daerah, maka penelaahan pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor krusial dalam mendapatkan pendanaan. Pendapatan daerah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan daerah.




Pendapatan asli daerah menurut Muhtarom (2016) adalah uang yang berasal dari daerah itu sendiri. Menurut APBD, kemungkinan pertumbuhan daerah berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah. Alhasil, pendapatan daerah kini bisa dihasilkan dari potensi daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah dapat mencari sumber pendapatan daerah yang prospektif secara efektif. Berbagai klasifikasi PAD sebagaimana tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
1. Pajak Daerah

Tujuan pajak menurut Taluke (2013) adalah untuk membiayai pengeluaran publik yang terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dan terutang oleh mereka yang diwajibkan menurut peraturan umum.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016, yang mengatur tata cara dan aturan umum, mengatur pemungutan pajak daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 November. Pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang ditetapkan pada tahun 2009.

Peraturan Pemerintah ini memperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang golongan pajak daerah baik yang langsung dipungut oleh wajib pajak maupun yang dipungut sesuai dengan penetapan kepala daerah. 

Zat berikut tunduk pada peraturan pemerintah:
a. Jenis-jenis pajak daerah dan bagaimana mereka diputuskan oleh peraturan daerah, 
b. pendaftaran wajib pajak dan tahun pajak, 
c. undang-undang dan peraturan perpajakan, 
d. penagihan dan penghapusan piutang pajak, 
e. keberatan dan banding, akuntansi dan pemeriksaan, dan 
f. penelitian untuk pengembalian pajak daerah hanyalah beberapa di antaranya. topik yang dibahas. 
g. biaya pembelian untuk tanah dan bangunan hanyalah beberapa topik yang dibahas.

Tanpa layanan timbal balik langsung, dimungkinkan untuk dibuktikan (counter achievement), pajak kota, menurut Rori (2016), merupakan iuran sah warga negara kepada kas negara, yang selanjutnya digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang keduanya merupakan sumber pendapatan utama. pendapatan daerah sektor keuangan.
Pemerintah kabupaten atau kota sering mengandalkan tiga kategori pendapatan pajak daerah yang berbeda:

a. Pajak yang diterima berdasarkan sistem bagi hasil pajak pusat.

b. penerimaan dari pajak provinsi yang digunakan untuk bagi hasil.

c. Pajak kabupaten atau kota dikumpulkan melalui pusat bagi hasil pajak, serta pajak yang dikumpulkan oleh pemungut cukai.
Menurut UU No. 28 Tahun 2009, ada dua jenis pajak kota, yaitu:

a. Ada dua kategori pajak kota, seperti yang didefinisikan oleh UU No 28 Tahun 2009, yaitu: Pajak provinsi biaya yang dikenal sebagai pajak provinsi yang dikenakan dan digunakan oleh pemerintah federal untuk mendanai rumah tangga negara bagian. 
Jenis pajak ini terdiri dari: 
1) Pajak kendaraan bermotor 

2) Biaya transfer untuk kendaraan bermotor 

3) Pajak udara permukaan 

4) Pajak tembakau
b. Pajak kabupaten atau kota. Pemerintah daerah mengenakan pajak distrik, yang digunakan untuk membantu penduduk. Pembayaran wajib ke daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; pembayaran tersebut bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk tujuan daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat. ada beberapa pajak kota, seperti: 

1) Pajak Penginapan 

2) Pajak makanan, 
3) Pajak hiburan, 
4) Pajak iklan, 

5) Pajak penerangan jalan dipisahkan  

6) Pajak mineral bukan logam dan batu 

7) Biaya Parkir 

8) Harga Air Tanah 

9) Harga Sarang Burung Walet 

10) Pajak tanah bangunan pedesaaan dan perkotaan 

11) Memperoleh hak bangunan dan tanah.


Tarif yang tepat untuk pajak kabupaten atau kota ditentukan oleh peraturan daerah (PERDA), meskipun tidak boleh lebih besar dari tarif tertinggi yang diizinkan oleh undang-undang. Diperkirakan bahwa pembagian jenis pajak yang berbeda yang dikumpulkan oleh kabupaten atau kota akan mencegah penerapan pajak bergerak.
2. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Mardiasmo (2011) adalah penetapan retribusi pemberian izin khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum atau badan usaha niaga dengan imbalan jasa atau di daerah. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai imbalan atas keuntungan atau manfaat yang langsung mereka peroleh, serta untuk tenaga kerja, jasa, penggunaan barang, atau akses ke izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Retribusi daerah adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan suatu pelayanan atau fasilitas yang berlaku pada pemerintah daerah, menurut Muhtarom (2016). Karena dilaksanakan secara ekonomis, memiliki manfaat langsung yang harus memenuhi kriteria formal dan material, serta memiliki anggaran retribusi sebagai alternatif cadangan, retribusi daerah memiliki keunggulan. bereaksi terhadap pertanyaan dari masyarakat jika seseorang memutuskan untuk tidak membayar (UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004).

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah federal memberlakukan aturan baru yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah undang-undang yang bersangkutan. Di satu sisi, undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru membuat daerah yang memiliki akses ke sumber pendanaan baru lebih menguntungkan, tetapi di sisi lain, banyak aliran pendapatan asli daerah harus dihentikan karena daerah tidak lagi diizinkan untuk memungutnya, terutama dari retribusi daerah.
Layanan tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah kota dianggap sebagai objek yang dapat dipungut. Hanya layanan tertentu yang, berdasarkan faktor sosial ekonomi, yang layak digunakan sebagai target retribusi yang dapat dipungut, tidak semua layanan pemerintah daerah. Sasaran balas dendam daerah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
a. Layanan publik, yang disediakan oleh pejabat hukuman untuk kepentingan masyarakat umum dan tersedia untuk individu dan perusahaan legal dan non-hukum. Banyaknya pungutan umum antara lain:
1) Biaya terkait kesehatan

2) Pembayaran untuk pembuangan sampah atau layanan pembersihan

3) Hukuman untuk pencetakan kartu identitas dan akta kelahiran

4) Biaya pemakaman dan kremasi orang yang meninggal

5) Sanksi untuk menawarkan parkir di jalan umum 
6) Sanksi untuk penyediaan layanan pasar 
7) Biaya pengujian untuk mobil 
8) Harga inspeksi alat pemadam kebakaran 
9) Biaya pencetakan peta. 
10) Pasokan kaktus dan/atau biaya penyedotan 
11) Hukuman terkait sanitasi Hukuman untuk layanan penyesuaian kembali

12)  Biaya layanan untuk pendidikan

13)  Retribusi menara telekomunikasi terkendali
b. Layanan komersial , khususnya yang diberikan oleh pejabat

Pembalasan dengan mengikuti konsep komersial adalah yang diberikan Pelayanan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara efektif oleh swasta serta pelayanan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum terserap dengan baik oleh pemerintah daerah. Ini adalah banyak kategori retribusi jasa bisnis:
1) Hukuman untuk eksploitasi sumber daya alam
2) Biaya untuk toko dan/atau pasar grosir
3) Biaya situs lelang
4) Retribusi terminal
5) Penalti untuk parkir yang dipesan
6) Hukuman untuk penginapan, resort, atau villa
7) Biaya rumah potong hewan 
(8) Biaya jasa pelabuhan
 9) Sanksi olahraga dan rekreasi 
10) Tol untuk menyeberangi saluran air 
11) Sanksi terhadap bisnis lokal yang menjual barang.



Mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, hasil prasarana, sarana khusus, atau fasilitas dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat umum dan pelestarian lingkungan hidup, izin tertentu, khususnya pelayanan perizinan yang diberikan oleh pejabat penghukum kepada orang pribadi atau entitas, berada di tempat. Berikut ini adalah beberapa contoh dari beberapa biaya lisensi:Mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, hasil prasarana, sarana khusus, atau fasilitas dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat umum dan pelestarian lingkungan hidup, izin tertentu, khususnya pelayanan perizinan yang diberikan oleh pejabat penghukum kepada orang pribadi atau entitas, berada di tempat. Berikut ini adalah beberapa contoh dari beberapa biaya lisensi:

a. Biaya izin bangun
b. Denda izin penjualan alcohol 
c. Biaya gangguan 
d. Biaya izin rute dan biaya perusahaan perikanan hanyalah beberapa contoh.
Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:
Berikut ini adalah subyek retribusi daerah:

a. Perorangan atau organisasi yang memanfaatkan atau memperoleh manfaat dari pelayanan publik yang bersangkutan membayar retribusi pelayanan publik.
b. Pajak layanan bisnis dibayar oleh mereka yang menggunakan atau mendapat manfaat dari layanan bisnis terkait.
c. Orang atau organisasi yang membayar biaya perizinan tertentu adalah mereka yang menginginkan izin tertentu dari pemerintah daerah.
3. Keuntungan usaha milik daerah dan hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Ini adalah hasil akhir dari pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri dari pengelolaan APBD. 
Berikut rincian jenis penghasilan menurut objek penghasilan: 
a. Pembagian pendapatan atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah atau BUMD 
b. Pembagian pendapatan dari kepemilikan saham pada badan usaha milik negara atau BUMN 

c. Distribusi pendapatan dari investasi ekuitas dalaam bisnis swasta atau organisasi bisnis masyarakat
4. Tambahan pendapatan asli daerah yang bereputasi baik 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah lainnya terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah, uang giral, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai mata uang. rupiah terhadap mata uang lainnya, dan komisi atau potongan harga atau dalam bentuk lainnya. karena penjualan dan layanan wilayah, lainnya. Semua penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari usaha milik daerah, dan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, dimaksudkaan untuk dimasukkan dalam pendapatan ini.
2.1.4 Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, banyak pemerintah kabupaten yang melakukan reorganisasi operasi mereka, melanjutkan pendekatan menaikkan pajak daerah. Meskipun pada awalnya pemerintah pusat terus menawarkan subsidi kepada pemerintah kabupaten, Salah satu aturan terpenting adalah bahwa setiap kabupaten harus memiliki aliran pendapatannya sendiri. Pemerintah kabupaten pun mengikuti dan melakukan hal yang sama, yakni membenahi pola atau sistem pengelolaan pendapatan daerah. Selain implementasi praktis di lapangan, pelaksanaan kegiatan ini juga mencakup perubahan struktur kelembagaan..

Atas dasar ini, pembahasan strategi untuk menaikkan pajak daerah dibagi menjadi dua pembicaraan, yang pertama berfokus pada elemen kelembagaan dan yang kedua membahas taktik yang telah digunakan selama ini untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak di Indonesia. Kabupaten. dalam menyelesaikan masalah tertentu. Ada kemungkinan solusi dalam strategi yang tidak bebas dari kecenderungan nilai. Para pengambil keputusan atau pemegang dalam situasi ini, yang biasanya para pemimpin, juga harus bertanggung jawab atas perencanaan strategis.

Pilihan tujuan organisasi, kebijakan, dan program strategis yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan dikenal sebagai perencanaan strategis. Keselarasan strategis antara tujuan perusahaan, kemampuan, dan peluang yang muncul ditingkatkan dan dipertahankan melalui perencanaan strategis. 
Teknik berikut dapat membantu mengelola aset lokal atau sumber daya alam dengan lebih baik: 
a. meneliti, menilai, dan mencatat nilai kekayaan dan aset yang ada di daerah; 
b. Adanya SIM aset daerah. 
c. Mengontrol alokasi dan pengelolaan sumber daya 
d. Sertakan berbagai profesional berpengetahuan, seperti auditor internal dan penilai (Mardiasmo, 2002).
Strategi yang dimaksud akan lebih fokus pada peningkatan pajak, dan sektor pajak harus mengarah pada inisiatif jangka panjang untuk mengurangi harapan yang mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah di atas (pemerintah) dan memastikan pendapatan asli daerah meningkat seiring upayanya. untuk menjadi mandiri. Awalnya, upaya dilakukan untuk meningkatkan operasi dan memperluas wilayah dalam upaya untuk menaikkan pajak. Suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan pengenaan pungutan yang lebih kuat dan lebih ketat dikenal sebagai intensifikasi pendapatan daerah (Ramdan dalam Abdul Halim, 2001).
Menurut Mardiasmo (2008), pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara atau organisasi lokal tanpa manfaat spontan yang setara atau gratis. iuran yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan daerah. 
Menurut Sumitro (2009), pajak daerah adalah pembayaran yang sah yang dilakukan oleh masyarakat umum ke kas negara; namun demikian, mereka tidak menghasilkan layanan langsung yang diberikan sebagai imbalan (kontra-kinerja), yang merupakan cara pembayaran biaya umum.
Menurut Tmbooka (2013) strategi peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah

Pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan daerah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi. Pendelegasian pengendalian pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan PAD. karena otonomi daerah telah dilaksanakan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satunya adalah kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Prinsip dan kriteria perpajakan daerah
Prinsip umum pajak daerah adalah sebagai berikut: 
a. Asas penghasilan yang cukup adalah mudah bertambah dan berkurang sesuai dengan pendapatan masal masyarakat.
b. Adil dan merata sesuai dengan kelas sosial dan berlaku secara merata di setiap masyarakat sehingga tidak ada yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.
c. Administrasi sederhana, matematika langsung, dan kepuasan wajib pajak
d. Dapat diterima secara politis oleh masyarakat umum sehingga kesadaran membayar pajak individu meningkat.
Sifat-sifat berikut ini harus ada agar asas pajak daerah tetap berlaku: 
a. Pajak daerah dapat dipungut dari segi ekonomi yang mensyaratkan penerimaan pajak melebihi biaya pemungutannya. 

b. Penerimaan pajak tidak terlalu berpengaruh; mereka berfluktuasi secara dramatis di kedua arah. 

c. Basis pajak perlu mencapai keseimbangaan antara kemampuan membayar dan prinsip keuntunganPeranan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung anggaran daerah

Masyarakat berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan kewenangan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendanaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. dan pajak daerah, mengingat masih banyak pajak wajib yang belum dibayar dan belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Pengoptimalisasi pengutan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Kekuatan ekonomi daerah merupakan faktor utama yang mengatur suatu daerah otonom. Hal ini menunjukkan bahwa daerah otonom memiliki tugas dan kewenangan hukum untuk menyelidiki sumber daya ekonominya sendiri dan untuk mengawasi dan memanfaatkan sumber dayanya sendiri yang memadai untuk mendukung pemerintahan daerah. Pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan berikut untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah:
a. Memperluas basis dukungan

Mencari Wajib Pajak dan Jumlahnya, Meningkatkan Basis Data, dan Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dianggap prospektif dalam perhitungan ekonomi.

b. Tingkatkan pengawasan

Melaksanakan evaluasi secara bertahap, meningkatkan pengawasan, dan memberikan peringatan kepada individu yang terlambat membayar pajak.

c. Tingkatkan kapasitas penerimaan dengan persiapan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
2.1.5 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah


Berkontribusi menurut KBBI sama dengan memberikan kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang disumbangkan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk menutupi pengeluaran atau kerugian tertentu atau bersama, menurut Kamus Ekonomi T. Guritmo. Pendapatan asli daerah adalah setiap pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah serta peraturan perundang-undangan laian yang berlaku (Halim, 2004).


Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD yang menjadi dasar keuangan daerah merupakan proksi dari kemampuan perekonomian untuk diselenggarakan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin berkurang ketergantungan pemerintah daerah terhadapnya. didukung oleh pemerintah federal. Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah federal dan pada akhirnya mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerah mereka sendiri untuk mendukung kebutuhan mereka sendiri.


Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, Kemandirian keuangan daerah merupakan tanda pertumbuhan dan pelayanan kepada warga negara yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber kas yang dibutuhkan daerah (otonomi fiskal). Proporsi pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain , seperti dukungan pemerintah pusat atau pinjaman, merupakan tanda kemandirian keuangan daerah. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah:
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2.1.6 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berikut adalah contoh indikator pendapatan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Budi S. Purnomo (2011) dan UU No. 33 Tahun 2004:
1. Hasil pajak daerah
2. Biaya daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan
4. Tambahan pendapatan lokal terkemuka
Munir (2004) menyatakan bahwa rasio-rasio berikut dapat dibuat dengan menggunakan data keuangan yang diperoleh dari APBD: 
1. Rasio Efektifitas 

Rasio keberhasilan mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai PAD dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Halim, 2007). Kinerja pemerintah daerah lebih baik ketika rasio efektivitas lebih tinggi.
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Jika rasio yang dicapai paling sedikit 1 (satu) atau 100 persen, daerah dianggap efektif dalam melaksanakan tugasnya. Namun, kemampuan regional meningkat dengan rasio efektivitas yang lebih tinggi. Perlu membandingkan rasio efektivitas dengan rasio efisiensi pemerintah untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat.
Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

	Presentase Kinerja Keuangan
	Kriteria

	Diatas 100%
	Sangat efektif

	90% - 100%
	Efektif 

	80% - 90%
	Cukup efektif

	60% - 80%
	Kurang efektif

	Kurang dari 60%
	Tidak efektif


2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi membandingkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan uang dengan jumlah pendapatan yang benar-benar direalisasikan. Apabila tercapai rasio kurang dari satu (satu) atau kurang dari seratus persen, kinerja pemerintah daerah dalam memungut pajak dianggap efisien. Kinerja pemerintah membaik jika rasio efisiensi menurun. Untuk menentukan efektif atau tidaknya upaya pemungutan penerimaan, pemerintah daerah harus secara cermat mengevaluasi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang dipungutnya. ditentukan, tetapi jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan pendapatan lebih besar daripada realisasi uang tunai yang diperolehnya, kesuksesan tidak ada artinya (Halim, 2007).
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Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

	Presentase Kinerja Keuangan
	Kriteria

	100% ke atas
	Tidak efisien

	90% - 100%
	Kurang Efisien

	80% - 90%
	Cukup efisien

	60% - 80%
	Efisien 

	Kurang dari 60%
	Sangat efisien


2.2 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang didapat oleh penulis dalam mendukung temuan penelitian. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Metode
	Hasil Penelitian

	1
	Novi Yanti (2013)
	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang
	Deskriptif kuantitatif
	Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata rasio 20,06% yang tergolong mempunyai pola hubungan instruktif

	2
	Paulus Tangke (2013)
	Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya Pada APBD Kabupaten Tana Toraja
	Deskriptif kualitatif
	Berdasarkan rasio pertumbuhan, pencapaian PAD dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu sebesar 97,05%. Ini menunjukkan bahwa kinerja DPPKAD tidak cukup baik dalam memungut dana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah

	3
	Rika Viara & Lilik Pujiati (2019)
	Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang
	Kualitatif 
	Kemampuan PAD dilihat dari segi analisis varians sudah dapat memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Dari segi efektifitas dan efisiensi sudah sangat efektif dan efisien. 

	4
	Syapsan (2019)
	Strategi meningkatkan efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah di provinsi riau
	Deskriptif 
	PAD secara umum mengalami penurunan dimana nilai efektifitas kecil dari 100% yang artinya tidak efektif. 


2.3 Kerangka Pemikiran


Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berkat otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan berbagai kemungkinan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang unik (Askam, 2008). sumber pendapatan dari daerah, dimana pendapatan tersebut bersumber dan dikuasai oleh daerah yang bersangkutan. PAD adalah pendapatan yang berhak diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi khas daerah. Pendapatan asli daerah menurut Halim (2002), adalah uang yang berasal dari pendapatan asli daerah yang sah serta sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD. mengontrol ruang Anda sendiri.


Kerangka berpikir merupakan sintesa dari beberapa teori yang terdapat dalam literature review, yang pada hakikatnya merupakan gambaran sistematis tentang seberapa baik teori tersebut tampil dalam menawarkan jawaban atau alternatif terhadap sejumlah persoalan (Hamid, 2009). Kerangka tersebut akan begitu menunjukkan arah berpikir dalam penyelidikan. Gambar berikut mengilustrasikan cara penelitian ini dikonseptualisasikan
.
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Gambar 2.1Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan Kabupaten Boalemo menjadi subyek penelitian ini, yang didasarkan pada landasan dan kerangka penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.
3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian


Karena dilakukan dalam setting natural, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif. menempatkan penekanan pada makna daripada generalisasi.


Sugiyono (2013) mendefinisikan objek alami sebagai objek yang hadir persis apa adanya, tidak diubah oleh peneliti, dengan kondisi yang sebagian besar tidak berubah sebelum peneliti masuk, selama waktu mereka di dalam, dan setelah mereka meninggalkan objek. Oleh karena itu, baik kondisi penelitian maupun variabel-variabelnya tidak dikontrol atau diubah selama penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan untuk mempelajari pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
3.2.2 Operasionalisasi Variabel


Memahami berbagai komponen yang menjadi landasan suatu penelitian ilmiah, yang terkandung dalam operasionalisasi variabel penelitian, penting dilakukan agar penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. alat ukur data yang akurat dan tepat. Akibatnya, variabel-variabel yang dibahas secara operasional didefinisikan sebagai berikut dalam tabel untuk memudahkan pengukuran variabel penelitian:
Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

	No
	Variabel Penelitian
	Dimensi
	Indikator
	Skala

	1
	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perkimhubtan Kabupaten Boalemo
	1. Retribusi Parkir
2. Kir Kendaraan

	1. Rasio Efektifitas

Rasio Efisiensi= (Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD)/(Realisasi penerimaan PAD )  x 100%
2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi= (Biaya yang dikeluar kan untuk memungut PAD)/ (Realisasi penerimaan PAD) x 100%
	Odinal 


Sumber: Halim, 2007
3.2.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian
3.2.3.1 Jenis Data 

Literatur dan data lapangan merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Literatur terkait teori diperlukan oleh peneliti untuk perbandingan. Sedangkan lapangan adalah tempat peneliti harus membuang data. Dengan demikian, metode penelitian penulis adalah kualitatif, yang mengumpulkan informasi deskriptif baik secara lisan maupun tertulis.
3.2.3.2 Sumber Data

Sumber informasi berikut digunakan atau diperlukan untuk penelitian ini:

1. Informasi Utama

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber atau dari temuan wawancara, yang keduanya dianggap sangat menjanjikan untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan di lapangan.

2. Informasi Sekunder

Data sekunder meliputi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain catatan dan buku PAD, Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan, dan lain-lain.
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi 


Pada Dinas Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan Kabupaten Boalemo, observasi adalah proses melakukan pengamatan yang sebenarnya terhadap objek yang sedang dipelajari berdasarkan pengetahuan dan fenomena yang telah Anda pahami.
2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti dari Kantor Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan Kabupaten Boalemo berbicara dengan orang-orang yang berwenang, seperti kepala Kantor Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan dan karyawan dari bagian keuangan, tentang informasi yang mereka butuhkan.
3. Dokumentasi 


Penyusunan data dilakukan dengan menggunakan dokumen yang jelas dan berisi informasi yang cukup, yang harus diserahkan untuk ditinjau ke Dinas Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan. Dokumen yang diperlukan terdiri dari bagian realisasi potensi suatu objek sebagai alat untuk bergerak maju dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh.
3.2.5 Analisis Data Penelitian


Ketika menggunakan metodologi penelitian kualitatif, analisis berdasarkan data yang dikumpulkan dilakukan sebelum pola hubungan tertentu terbentuk. Tiga fase membentuk langkah-langkah dalam penelitian kualitatif, dan mereka adalah sebagai berikut:
1. Reduksi data

Reduksi Untuk mengurangi jumlah data, terlebih dahulu harus dikumpulkan di lapangan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Baru setelah itu dapat diprioritaskan, dikategorikan, dan dibuang. Proses pemilihan solusi yang dikaitkan dengan rumusan masalah dan variabel, serta transformasi data mentah dari catatan tertulis yang dikumpulkan dari lapangan, menjadi dasar reduksi data terpilih. informasi yang dikumpulkan dari kalangan akademisi. 
2. Penyajian data

Penelitian dilakukan dengan mengkategorikan data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya supaya mudah dipahami dalam analisis dan dalam menentukan langkah selanjutnya. Display data atau penyajian data yaitu aktivitas menyajikan hasil penelitian oleh peneliti mengambil kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Membuat kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini. Jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan, kesimpulan awal akan berubah. Mereka masih tentatif. Namun, kesimpulannya kredibel jika telah didukung oleh bukti yang andal dan konsisten.

Menurut penelitian, pendekatan kuantitatif analitik digunakan untuk analisis data, yang melibatkan pengumpulan data atau informasi dalam bentuk angka, menganalisis angka-angka itu, dan kemudian menarik kesimpulan. Tolok ukur berikut akan diterapkan:
a. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
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Parameter berikut menentukan apakah pendapatan asli daerah efektif:
a. Hasil yang sangat efektif adalah hasil yang persentasenya lebih besar dari 100%.
b. Efektivitas didefinisikan sebagai 90 hingga 100 persen dari hasil yang diharapkan.

c. Terlihat cukup efektif jika hasilnya antara 80% dan 90%.

d. Dianggap kurang berhasil jika hasilnya antara 60% dan 80%.

e. Hasil yang kurang dari 60% dianggap tidak efektif.
a. Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan daerah dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pendapatan daerah.
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Kriteria untuk menentukan efektivitas suatu belanja adalah sebagai berikut:
a. Jika hasilnya kurang dari 100%, pernyataan “tidak efisien” harus digunakan. Jika hasilnya antara 90% dan 100%, pernyataan "kurang efisien" harus digunakan.
b. Jika hasilnya antara 80% dan 90%, itu dianggap sangat efektif.
c. Jika hasilnya antara 60% dan 80%, istilah "efisien" harus digunakan.
d. Jika hasilnya di bawah 60%, itu dianggap sangat efektif.
​​​

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan, dibentuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan Kabupaten Boalemo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan undang-undang, serta potensi dan karakteristiknya, Urusan Kemasyarakatan, Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman. Daerah, Transportasi, dan Tanah. Bagian Hak Cipta Dinas Pekerjaan Umum, industri perhubungan, dan berbagai perangkat daerah lainnya telah berpadu membentuk organisasi perangkat daerah ini. baik subbagian pertanahan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo maupun bidang pada Dinas Perhubungan dan Perhubungan. Dinas Transportasi Informatika.
Penyiapan dan pengelolaan permukiman akan sangat diuntungkan oleh pembangunan di bidang perumahan dan permukiman serta masalah pertanahan. Apabila pembangunan daerah tidak didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, suatu wilayah akan menjadi kacau dan tidak terkendali sehingga menimbulkan permukiman kumuh, tempat dengan infrastruktur yang tidak tertata, 

kondisi yang tidak bersih, air yang tidak bersih, dan kondisi kehidupan yang tidak sehat.
Selain itu, pertumbuhan industri transportasi sangat penting untuk menciptakan sistem layanan transportasi yang memenuhi kebutuhan semua pengguna, termasuk mereka yang menggunakan layanan transportasi darat dan laut. Selain itu juga berperan penting dalam meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan akses terhadap peluang usaha, mendorong pemerataan manfaat pembangunan nasional, meningkatkan perolehan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan peran sektor transportasi dapat dihasilkan dari pemungutan retribusi dari jasa transportasi serta sistem pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan untuk mendukung langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang. dalam mencapai tujuan nasional melalui kegiatan distribusi barang dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Bidang pertanahan, sebaliknya, menyiapkan tanah untuk pembangunan, khususnya tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, dan menyelesaikan perselisihan atau menyelesaikan masalah di bidang pertanahan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi darat dan laut yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri transportasi juga berperan penting dalam mengembangkan sistem pelayanan transportasi yang dapat diterima.
Adapun kedudukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo berada  di Kecamatan Tilamuta tepatnya di  Jalan  A.R. Abdjul  Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan spesifikasi geografis sebagai berikut:

· Sebelah Utara berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat dan Jalan Trans Sulawesi;
· Sebelah Timur  berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat dan Pasar Modern Kabupaten Boalemo;
· Sebelah Selatan  berbatasan dengan  Pemukiman Masyarakat;
· Sebelah  Barat  berbatasan dengan  Jalan Kabupaten.


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dari Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, mencantumkan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo sebagai salah satu instansi pemerintah yang terkena dampak perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sesuai dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Teknis Daerah, Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Balemo. Pemerintah kabupaten di bidang perumahan rakyat, peraumahan, perhubungan, dan pertanahan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Teknis Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan Urusan, Kabupaten Boalemo mempunyai mandat dan fungsi mengatur urusan pemerintahan daerah yang berkarakteristik yang dimiliki.



Badan melakukan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugas-tugas tersebut di atas: 

1) Penciptaan sumber daya untuk perumusan, pelaksanaan, dan pengkajian kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, permukiman, perhubungan, dan pertanahan.

2) Penyusunan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan pelayanan di bidang pertanahan, perhubungan, dan perumahan rakyat. 

3) Membuat petunjuk teknis dan dokumen pengendalian kegiatan UPTD sebagai bagian dari tanggung jawab kedinasan 

4) Pembuatan pedoman teknis, bahan kontrol, dan penyediaan laporan dan penyuluhan untuk pengumpulan dan penatausahaan data masalah perumahan rakyat, pemukiman, transportasi, dan pertanahan. 

5) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan Bupati sesuai dengan fungsi dan kewajibannya. 


Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memiliki struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut: 

1.  Kepala Dinas 
2. Sekretariat, 
a. Sub bagian Penyusunan program
b. Sub Bagian Keuangan 
c.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan Gedung dan Perumahan bertugas: 

a. Sarana dan Prasarana Perumahan 

b. Manajemen Bangunan dan Lingkungan. Bagian 

4. bidang pemukiman bertanggung jawab untuk: 

a. Pengembangan Kawasan Permukiman

b. Pengembangan Sistem Air Minum dan Persampahan 

5. Bidang Perhubungan 

a. Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan Bagian 

b. Lalu Lintas Angkutan Laut, Keselamatan Pelabuhan dan Pelayaran 

6. Bidang pertanahan
a. Masalah Tanah dan Inventarisasi Bagian

b. Kelompok Fungsional Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan,

7. Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada gambar berikut untuk informasi tambahan.
Untuk lebih jelasnya, bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan
Rasio efektivitas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam mengelola PAD dengan merealisasikan PAD dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah:
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Tabel 4.1 

Efektivitas Penerimaan PAD Pada  Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan Tahun 2017-2021

	Tahun
	Jenis PAD
	Target
	Realisasi
	Efektivitas
	Keterangan

	2017
	Retribusi Daerah
	315,000,000
	215,403,000
	68,38%
	Kurang Efektif

	2018
	Retribusi Daerah
	315,000,000
	231,049,000
	73,35%
	Kurang Efektif

	2019
	Retribusi Daerah
	315,000,000
	332,092,000
	105,43%
	Sangat Efektif

	2020
	Retribusi Daerah
	500,000,000
	426,694,500
	85,34%
	Cukup Efektif

	2021
	Retribusi Daerah
	450,000,000
	542,965,000
	120,66%
	Sangat Efektif


Sumber: Dinas Perkimhubtan
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo dalam melaksanakan pemungutan retribusi di tahun 2017 mencapai 68,38%, kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 73,35%, ditahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar 105, 43%, selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 85,34% dan ditahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 120,66%. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya pemungutan retribusi yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo sudah sangat baik karena data realisasi PAD yang selalu mengalami peningkatan ditiap tahunnya, meskipun jika data realisasi dibandingkan dengan target, realisasi ini belum cukup efektif karena belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan. 
4.2.2 Rasio Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan
Dengan membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi pendapatan asli daerah, ditentukan efisiensi biaya pengumpulan pendapatan asli daerah. Penghimpunan merupakan rangkaian tugas yang dimulai dengan mengumpulkan informasi topik dan barang PAD, menghitung jumlah biaya yang terutang, tugas penagihan, dan mengawasi simpanan. Biaya penagihan adalah biaya yang dibayarkan ke peralatan yang digunakan untuk melaksanakan penagihan selama operasi pengumpulan. Untuk melihat efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dapat ditunjukan melalui rumus:
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Tabel 4.2 

Efisiensi Penerimaan PAD Pada Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan Tahun 2017-2021

	Tahun
	Jenis PAD
	Biaya Pemungutan PAD
	Realisasi PAD
	Efisiensi
	Keterangan

	2017
	Retribusi Daerah
	189.000.000
	215,403,000
	87,74%
	Cukup Efisien

	2018
	Retribusi Daerah
	189.000.000
	231,049,000
	81,80%
	Cukup Efisien

	2019
	Retribusi Daerah
	189.000.000
	332,092,000
	56,91%
	Sangat Efisien

	2020
	Retribusi Daerah
	300.000.000
	426,694,500
	70,31%
	Efisien

	2021
	Retribusi Daerah
	270.000.000
	542,965,000
	49,73%
	Sangat Efisien


Sumber: Dinas Perkimhubtan
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo dalam melaksanakan pemungutan retribusi di tahun 2017 mencapai 87,74%, kemudian menurun di tahun 2018 sebesar 81,80%, ditahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 56,91%, selanjutnya di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 70,31% dan ditahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 49,73%. Hal ini menggambarkan bahwa rasio efisiensi dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo setiap tahunnya semakin tidak mendekati 100%. Hal ini berarti realisasi pendapatan asli daerah yang diterima dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo menghitung efektivitas biaya perolehan pendapatan asli daerah dengan mengaitkan biaya pengumpulan PAD dengan realisasi pendapatan asli daerah. Langkah pertama dalam pengumpulan adalah mengumpulkan tema informasi dan item PAD. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu berapa biaya yang harus dibayar, tugas penagihan, dan pemantauan setoran. Biaya untuk peralatan yang diperlukan untuk melakukan penagihan selama kegiatan penagihan dikenal sebagai biaya penagihan.
4.3 Pembahasan
4.3.1 Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan
Keterkaitan antara output dan hasil yang diinginkan inilah yang kita sebut dengan efektifitas (utilitas). Mencapai tujuan atau sasaran kebijakan merupakan hal mendasar bagi gagasan efektivitas ini. Jika proses tindakan ini mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, maka kegiatan operasional dikatakan efektif. Rasio efikasi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan asli daerah yang dituju dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya, khususnya dinas perumahan, pemukiman, perhubungan, dan pertanahan. Jika rasionya 100%, pemerintah daerah dianggap mampu menjalankan kewajibannya dengan benar. Kapasitas daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan meningkat dengan meningkatnya rasio efektivitas. Perekonomian daerah harus dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, meskipun pendapatan asli daerah meningkat, namun daerah tersebut tidak akan berhasil jika tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap perubahan keadaan perekonomian akan mempengaruhi variasi pendapatan asli daerah. Hal ini berimplikasi bahwa daerah dengan perekonomian yang kuat akan memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan asli daerah akan didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih baik di daerah tersebut.
Jika terjadi sebaliknya, bisa jadi itu pertanda bahwa uang lokal dieksploitasi secara berlebihan untuk kepentingan masyarakat tanpa mempertimbangkan peningkatan produktivitas lokal. Penerimaan pendapatan asli daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Investasi pemerintah daerah dapat ditingkatkan sebagai akibat dari peningkatan pendapatan pajak daerah; dengan kata lain, pembangunan pendapatan daerah harus responsif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kurangnya korelasi positif antara berbagai pajak dan retribusi atau pendapatan daerah dengan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat disebabkan oleh tidak efektifnya berbagai peraturan pemerintah. Output juga dikurangi dengan pembebanan biaya untuk barang dan jasa yang disediakan yang harus dibayar oleh bisnis lokal. Karena laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan laju peningkatan pendapatan daerah, maka kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah yang kurang optimal tentunya akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Untuk mencapai hasil maksimal di setiap sektor, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor penghasil pendapatan mereka.. 

Peningkatan pendapatan asli daerah memberikan akses perluasan ekonomi daerah, dan perluasan ekonomi berpotensi meningkatkan PAD. PAD merupakan sumber belanja daerah; Akibatnya, jika PAD naik, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak uang dan lebih termotivasi untuk menggali potensi daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri akan dihasilkan dari pertumbuhan PAD yang berkelanjutan. 
4.3.2 Rasio Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan
Pengertian efisiensi (utilitas) sangat mirip dengan gagasan produksi. Memanfaatkan perbandingan hasil yang dihasilkan dan input yang digunakan, efisiensi diukur. Jika suatu produk atau hasil pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan uang tunai yang paling sedikit, proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien. Karena keduanya menuntut penghapusan atau pengurangan biaya, efisiensi dan ekonomi umumnya memiliki arti yang samaPemerintah harus dapat melakukan setiap operasi secara efektif agar dapat berfungsi. Rasio efisiensi dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu operasi pemerintah dilaksanakan secara efektif atau tidak. Efisiensi ditentukan oleh rasio input terhadap output. Semakin tinggi output dalam hubungannya dengan input, semakin efisien organisasi tersebut. Perbandingan antara jumlah yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan uang aktual yang diperoleh dikenal sebagai rasio efisiensi. Jika rasionya kurang dari 100%, pemerintah daerah dianggap efisien. Kinerja pemerintah daerah semakin membaik seiring dengan menurunnya rasio efisiensi. Pemerintah daerah harus melakukan perhitungan pada tahun Agar dapat ditentukan cara pengumpulan uang yang efektif atau tidak, jelaskan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya. Bahkan ketika pemerintah daerah telah mencapai tujuan pendapatannya, hal ini tetap perlu dilakukan karena tidak melakukan apa-apa akan menjadi tidak efektif karena biaya untuk memperoleh uang lebih besar dari pada tujuan pendapatan.
Pengeluaran merupakan elemen penting dari laporan realisasi anggaran yang menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini disebabkan masyarakat yang menjadi sumber keuangan negara melalui pajak daerah dan retribusi daerah bertanggung jawab untuk menentukan seberapa efektif, efisien, dan untuk kepentingan umum uang tersebut telah dibelanjakan. Kajian belanja daerah perlu dilakukan sebagai landasan untuk dilakukan kajian dan koreksi karena merupakan kebijakan pemerintah daerah dan arah pertumbuhan daerah. Pengeluaran pemerintah berdampak pada ekspansi ekonomi lokal.
Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan daerah berkat investasi modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Perekonomian daerah mendapat manfaat dari investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja modal setidaknya dua kali lipat. Jangka pendek melalui pembelian barang dan penciptaan lapangan kerja, dan jangka panjang melalui multiplier di sektor swasta, yang juga mempengaruhi perekonomian. 
Nilai nominal pendapatan asli daerah biasanya rendah dalam pelaporan anggaran pemerintah daerah. Biaya yang perlu dialokasikan untuk pos-pos belanja operasional dan modal tidak bisa dibandingkan dengan ini. Dengan demikian, meskipun PAD yang mampu diwujudkan oleh pemerintah provinsi telah mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan, namun tidak dapat digunakan untuk mendanai kewajiban pos belanja operasi, dan juga tidak dapat digunakan untuk mendanai kewajiban pos belanja modal. dimana pos belanja modal berkaitan dengan pembelian pelayanan publik. Selain itu, pembalasan adalah bagian dari PAD. Padahal pajak dan retribusi daerah bisa diamati. Di luar anggaran yang diproyeksikan, PAD masih hanya sebagian kecil dari kebutuhan pemerintah. Sebagian besar, jika tidak seluruhnya, PAD masih digunakan untuk membiayai belanja operasional, bukan belanja modal untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
Data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah melebihi anggaran dan tidak digunakan untuk membiayai kegiatan pos belanja modal. Akibatnya, jika belanja modal pasca operasi hanya mengandalkan PAD, maka tidak akan berhasil dilaksanakan, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Produktivitas masyarakat yang rendah dan kualitas pelayanan publik yang buruk dapat disebabkan oleh biaya investasi modal yang tidak mencukupi, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
4.3.3 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan Kabupaten Boalemo

Sumber utama pendapatan daerah dalam kerangka desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, oleh karena itu pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Neraca dan aliran pendapatan resmi lainnya, untuk selanjutnya, hanya berfungsi sebagai pelengkap sumber pendapatan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki dua pilihan untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya sendiri, khususnya dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan, dan pertanahan. Ini adalah dua opsi:
1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah strategi yang digunakan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah saat ini dengan meningkatkannya. Proses operasional dan proses penatausahaan yang sistematis dalam konteks ini disebut sebagai proses intensifikasi. Berikut adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan: 
a. Pendekatan penjemputan membutuhkan lebih banyak aktivitas dala mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah. 

b.  Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan untuk menegakkan dan meningkatkan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas pajak dan retribusi yang selama ini telah meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan 

c. Melaksanakan sosialisasi pajak dan retribusi daerah, serta pengenaan denda dan insentif. 
d. Pembangunan sarana dan prasarana selesai, regulasi yang ada dikaji ulang, koordinasi efektif dilakukan, dan didukung pemeliharaan peralatan, serta dilakukan pendataan calon wajib pajak, bea restitusi daerah, dan kebocoran.
2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan kabupaten boalemo melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Menggali dan menciptakan objek-objek pajak dan retribusi baru untuk menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti membangun terminal baru sehingga nantinya dapat menambah perolehan retribusi jasa usaha.

b. Melakukan peninjauan kembali terhadap pemberlakuan tarif pajak dan retribusi yang selama ini masih belum dilakukan penyesuaian tarif

c. Melakukan studi banding terhadap daerah yang menerapkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang baik dan berprestasi. 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan pendapatan asli daerah pada dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertananahan kabupaten boalemo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dilihat dari rasio efektivitas rata-rata sudah dapat dikatakan efektif, selanjutnya untuk rasio efisiensi secara rata-rata juga sudah dapat dikatakan efisien. Meskipun demikian masih perlu adanya upaya dari dinas perkimhubtan kabupaten boalemo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga realisasi pendapatan asli daerah dapat meningkat setiap tahunnya. 
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo lebih mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah.

2. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat lebih aktif lagi dalam mengontrol dan menilai kinerja pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah baik melalui wakil rakyat di DPRD maupun melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM)

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian serta dapat menggunakan lebih banyak lagi kajian 

4. terhadap variabel yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
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